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TENTANG

PENGENAAN BIAYA RETRIBUSI ATAS PENGESYAHAN
PEMASUKAN KAYU2 DARI LUAR DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DIAERAH TINGKAT I BALI

Surat Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Bali
tertanggal 9 Desember 1974 no. : 6718/VI/3 tentang
masalah pemasuakan kayu dari luar daerah ke Bali.

Memperhatikan

Menimbang

Mengingat
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1.

3.

Bahwa Daerah Bali membutuhkan tambahan supply
kayu2 ramuan dari luar daerah berhubung produksi
kayu2 ramuan didaerah sudah tidak mencukupi ke-
butuhan.

Bahwa sering terjadi pemasukan kayu2 ramuan dari
luar daerah tersebut tidak memenuhi ketentuan2/pe
raturan2 yang berlakn sehingga hal ini dapat meng
ganggu keamanan hutan2 di Bali yang luasnya su-
dah minim.

Sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk me-
netapkan suatu surat keputusan untuk menertibkan
pemasukan kayu2 ramunan dari luar daerah Tingkat I
Bali.

Undang2 No. 5 Tahun 1974 tentang pokok2 Peme
rintahan didaerah.



Menetapkan

3.

4

2 Undang? No. 64 Tahun 1958 (LN. Tahun 1958)

tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali.

Undang2 No. : 5 Tahun 1967 tentang Pokok2 Ke-
hutanan.

Undang2 No. : 12 Tahun 1957 tentang Peraturan
Retribugi (Daerah.

P.P. No. 64 Tahun 1957 (LN. No. : 169 Tahun
1957) tentang Penyerahan sebagian dari urusan Pe
merintah Pusat dilapangan Perikanan Laut, Kehuta
man.dan Karet Rakyat kepada daerah2 Swatantra
'Tk. I jo P.P. No. 6 Tahun 1968 (LN. No. : 10
[Tahun 1968).

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun, 1968 tentang
penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Tk. II ke
Daerah Tk. I di Wilayah Indonesia Bagian ‘Timur.

MEMUTUSKAN

Kayu2 ramuan yang masuk ke Daerah Tk. I Bali da-
pat dikfjasifikasikan menjadi 3 golongan yaitu

‘Golongan kayu2 yang sudah syah, dengan tanda2 se-

bagai barikut .

1. Keadaan kayu . sudah ber-Tok DK.

2. Surat Pas Angkut-

an model DK 441 : Ada dan lengkap sesuai

dengan ketentuan2 / pe
raturan yang berlaku.

3. Jenis kayunya . Cocok dan sesuai dengan
yang tercantum didalam
Pas/Dokumen2nya.

Golongan kayu2 belum syah, dengan tanda2 sebagai
berikut :

1. Keadaan kayunya : Sebagian besar belum
ber Tok DK,

2. Surat Pas Angku- ;

tan model DK. 441 : Sebagian ada Pasnya se-
bagian tidak.

3, Sutat2/Dokumen?

lainnya yang syah : |Aida, hanya pada nmum«
nya kurang lengkap.

4, Jumlah kayu : Pada umumnya tidak se-
sual dengan yang tercan
tum didalam Pas/Dokus
men2nya,
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5. Juga termasuk dalam golongan ini kayul yang
sudah ber-Tck DK, tetapi Dokumen2/syarat2
administrasi lalu lintas kayunya tidak ada.

c. Golongan kayu2 yang tidak Syah dengan tanda2 se-

II.

I¥T,

1V.

bagai berikut .

1. Keadaan kayunya : tidak ber{Tok DK.
2. Surat Pas Angku-

tan tidak ada.

3. Dokumen2/surat2

bukti lainnya yg
syah. tidak ada.

4. Jumlah kayunya 1 tidak menentu.
Terhadap masing2 jenis golongan kayu seperti ter-
cantum dalam pasal I tersebut diatas diperlakukan
ketentuan2 sebagai berikut :

1. Terhadap golongan kayu yang sudah syah, se-
sudah sampai di Bali dapat terus diedarkani/di-
jual tanpa mengalami- kesulitan.

2. Terhaaap golongan kayu yang belum syah un-
tuk dapat diedarkan/dijual cidaerah Bati harus
memperoleh pengesyahan terlebih dahulu (Giberi
Tok Pas dan sebagainya) dari Dinas Kehutanan
Tingkat I Bali.

3. Terhadap golongan kayu yang tidak syah kayu2
nya Gitahan sebagai barang bukti untuk diada-
kan tindakan2 pengusutan lebih lanjut sesuai de-
ngan ketentuan2/peraturan2 yang berlaku.

Untuk plengesyahan dari Dinas Kehutanan, [Ting-

kat I Bali terhadap kayu2 yang belum syah'seperti

tercantum dalam pasal II ayat 2, kepada sipemilik
dikenakan bel retribusi yang besarnya seperti ter
cantym dalam lampiran surat keputusan ini.

Hasil bersih dari bea retribudi ini setelah dikyura-

ngi 10% untuk biaya2 administrasi dan operasionil

pelaksanaan surat keputusan ini, disetor ke Kas Da
erah Tingkat I Bali di Denpasar.

Surat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetap-

kan di Denpesar dan dapat ditinjau dan dirubah

kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan didalam peneta-
pan ini.

DITETAPKAN DI . DENPASAR.

PADA TANGGAL : 13 FEBRUARI 1975.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I BAL:
t.t.d.

(SOEKARMEN).



SALINAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1.

005 TP I RS

o

10.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I BALI

Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.,

Bapak Menteri Pertanian di Jakarta.

Direktur Jenderal Kehutanan di Jakarta.

Para Anggota Muspida T. I Bali di Denpasar.

Ketua DPRD. Tk. I Bali di Denphsar.

Kepala Dings Kehutanan Daerah Tk. I Bali di Singaraja,
Kepala Dinas Pertanian Daerah k. I Bali di Denpasar.
Kepala Brigade VIII Planclogi Kehutanan NUSRA di
Singaraja.

Statf lengkap Kantor Gubernur Kdh. Tk. I Bali di Den-
pasar.

Para Bupati Kepala Daerah [Tingkiat II di Bali.

No. 19 tanggal 8 April 1975 .

Seri D. No. 19.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.:



DAFTAR lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daesah Tk. T Bali
; tertanggal 13 Februari 1975 No. 7/Skep/Ek/L.c/46/1975.

Jumilah biaya yang dipungut atas pemasukan2 kayu2 bahan ra-
muan dari luar daerah ke Dali yang dilakukan secara tidak me-
menuhi ketentuan/persyaratan yang berlaku.

No. Jenis kayuw Besarnya biaya yang dipungut
1. Kayu Ebony kwl. 1 : Rp. 15.000,—/m3.
dan yang  kwl 1I Rp. 10.000,—/m3.
sejenis kwl. IITL Rp. 7.500,—/m3.
2 Kayu sawo kecik kwl. I Rp. 20.000,—/m3.
dan yang sejenis kwl. II Rp. 15.000,—/m3.
kwl. III kp. 10.000,—/m3.
3. Kayu jati kwl. I Rp. 20.000,—/m3.
kwl. II Rp. 15.000,—/m3.
kwl. II1 Rp. 10.000,—/m3.
4. Kayu jenis2 kayua rimba klas I
kwl. 1 ko, 10.200,—/m3.
kwl. II Rp. 7.500,—/m3.
kwl. III i kp.  5.000,—/m3.
5. Kayw jenisZ rimba klas II :
kwl, I Rp.  7.500,—/m3.
kwl. 11 -~ Kp.  5.000,—/m3.
lwl. TII Rp.  2.500,—/m3.

Denpasar, 13 Februari 1975
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

t.t.d.
(SOEKARMEN)
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